
PERATURAN WALIKOTA BONTANG

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 70

TAHUN 2OI4 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAII TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

Menimbang: bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran antar rincian

obyek beianja dalam obyek belanja dan pergeseran antar obyek

belanja dalam jenis belanja, maka perlu merubah Peraturan

Walikota Bontang Nomor 70 Tahun 2Ol4 tenlang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

20r5;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2OOO (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3962;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

45021:

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang

Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O05 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4574);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575):

6.

7.

8.

9.



13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20O5 tentang Hibah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

139, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor

4s771;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo

46r41;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2OI4

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

21. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tah'un 2OO7

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 7)



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Bontang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2OO7

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2013 Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2Ol4

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun

2014 Nomor 12):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG

NOMOR 70 TAHUN 2OI4 TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O15 terdiri atas :

1 . Pendaoatan

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan

yang Sah

Jumlah Pendapatan

2.Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Bunga

3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibah

5) Belanja Bantuan Sosial

6) Belanja Bagi Hasil

7) Belanja Bantuan

Keuangan

8) Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja

Tidak Langsung

Rp.

Rp. 121.251.604.000,00

Rp. 1.282.r22.166.900,00

Rp. 22a.346.537.000,00

Rp.

Rp.

Rp.4 42.399 .99 3. 429,OO

Rp. 40.2o0.000.000,0o

Rp. 4.472.189.511,00

Rp. 475.000.00o,0o

Rp. l.5OO.O00.00O,OO

Rp. 1.63 1.72O.30 1.900,00

0,oo

o,oo

0,00

489.O47 .182.940,OO



b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp.114.622.223.524,OO

2l Belanja Barang dan Jasa Rp.606. I 65. f 17 .8O7,OO

3) Belanja Modal Rp.634.959.482.629,OO

Jumlah Belanja

Langsung

Jumlah Belanja Daerah

Surplus/ (Defisit)

Rp. 1.355.746.823.960.00

Rp.r.844.794.006.900,00

Rp. (2 l3.073.7os.ooo,o0)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 213.073.705.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum

dalam Lamoiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut

dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Bontang.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rp.220.000.000.000,00

Rp. 6.926.295.OOO,O0



Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

Walikota ini dalam Berita Daerah.

memerintahkan pengundangan Peraturan

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 6 April 2015

WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH,

SYIRA.'UDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 25


